Analisis Pendapatan dan Belanja Negara, Investasi dan Tabungan Nasional Bruto, 1998 – 2002

I. Analisis keuangan pemerintah biasanya mencakup 4 aspek sebagai berikut, yaitu :

1. Operasi keuangan pemerintah dalam hubungan dengan defisit / surplus anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya

2. Dampak operasi keuangan pemerintah terhadap kegiatan sektor riil melalui pengaruhnya terhadap Pengeluaran Konsumsi dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) pemerintah

3. Dampak rupiah operasi keuangan pemerintah atau pengaruh operasi keuangan pemerintah terhadap ekspansi bersih pada jumlah uang yang beredar

4. Dampak Valuta Asing operasi keuangan pemerintah atau pengaruh operasi keuangan pemerintah terhadap aliran devisa masuk bersih

Selama periode 1998/99 – 2002, operasi keuangan pemerintah telah menyebabkan terjadinya defisit anggaran sebagai berikut : Rp. 16,20 triliun (1,59 % PDB) pada tahun 1998/99; Rp. 44,06 triliun (3,88 % PDB) tahun 1999/2000; Rp. 16,13 triliun (1,66 % PDB) April – Desember 2000; Rp. 40,48 triliun (2,79 % PDB) tahun 2001; dan Rp. 27,68 triliun (1,72 % PDB) perkiraan realisasi tahun 2002. Dalam periode 1998/99 – April – Desember 2002 bagian terbesar sumber pembiayaan defisit berasal dari luar negeri, sedangkan untuk tahun 2001 dan 2002 sumber pembiayaan defisit yang berasal dari dalam negeri lebih besar daripada yang berasal dari dalam negeri. Tegasnya, sumber pembiayaan netto dari luar negeri pada tahun 2001 dan 2002 adalah masing-masing Rp. 10,27 triliun (0,71 % PDB) dan Rp. 7,12 triliun (0,44 % PDB) [lihat tabel I.3; I.3.1, dan II.1].

Adapun komponen Konsumsi Pemerintah dalam stimulus fiskal sejak tahun 2001 terdiri dari : (1) belanja pegawai dalam negeri; (2) belanja barang dalam negeri; (3) sebagian besar dari Dana Alokasi Umum; (4) Dana Alokasi Khusus dan Penyeimbang; dan (5) pengeluaran rutin lainnya. Sementara itu, komposisi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) pemerintah terdiri dari : (1) pengeluaran pembangunan yang dikelola pemerintah pusat (Pembelanjaan dalam Rupiah dan Pinjaman Proyek); (2) sebagian dari Dana Alokasi Umum; dan (3) seluruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Tampaknya baik untuk tahun 2001 maupun tahun 2002 telah diasumsikan bahwa 19,6 % dari Dana Alokasi Umum dikeluarkan sebagai pengeluaran pembangunan oleh daerah. Sebagai konsekuensinya, jumlah pengeluaran untuk PMTDB pemerintah pada tahun 2001 dan 2002 diperkirakan masing-masing sebesar Rp. 74,11 triliun (5.11 % PDB) dan Rp. 79,44 triliun (4.93% PDB) Sementara itu yang dikelola oleh pemerintah pusat pada tahun tersebut adalah masing-masing Rp. 41,58 triliun ( 2.86 % PDB) dan Rp. 40,27 triliun ( 2.50 % PDB) [lihat tabel II.2].

Jumlah stimulus fiskal, termasuk komponen Konsumsi Pemerintah , telah berkembang dari Rp. 176,98 triliun ( 12.21 % PDB) pada tahun 2001 menjadi Rp. 196,49 triliun ( 12.21 % PDB) pada tahun 2002 [lihat tabel II.2].

Komponen penerimaan rupiah dalam dampak rupiah keuangan pemerintah terdiri dari : (1) pajak (migas dan bukan migas); (2) penerimaan negara bukan pajak; (3) privatisasi; (4) penjualan asset program restrukturisasi perbankan; dan (5) penjualan obligasi pemerintah. Sementara itu komponen pengeluaran rupiah terdiri dari : (1) operasional (belanja pegawai DN, subsidi, bunga utang DN, dan pengeluaran rutin lainnya); (2) investasi; dan (3) Dana Perimbangan. Pada tahun 2001 operasi keuangan pemerintah dalam rupiah diperkirakan telah menimbulkan dampak ekspansi bersih sebesar Rp. 32,17 triliun ( 2.22 % PDB), sedangkan pada tahun 2002 hanya sebesar Rp. 19,54 triliun (1.21 % PDB) [lihat tabel II.3].

Komponen dampak valuta asing keuangan pemerintah dalam transaksi berjalan pada neraca perdagangan adalah ekspor migas dan impor yang berasal dari pinjaman proyek, sedangkan pada neraca jasa terdiri dari : (1) pembayaran bunga utang luar negeri; (2) belanja pegawai luar negeri; (3) belanja barang luar negeri; (4) penerimaan PPH bukan migas; dan (5) hibah. Sementara itu komponen dalam pemasukan modal netto pemerintah terdiri dari : (1) penarikan utang luar negeri; (2) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri; (3) privatisasi; dan (4) penjualan asset program restrukturisasi perbankan. Diperkirakan besarnya dampak valuta asing keuangan pemerintah pada tahun 2001 dan 2002 masing-masing adalah sebesar Rp. 33,40 triliun ( 2.30 % PDB) dan Rp. 24,25 triliun (1.51 % PDB) [lihat tabel II.4].

Memperhatikan bahwa aliran devisa masuk bersih sektor pemerintah baik pada tahun 2001 maupun tahun 2002 yang lebih besar dari ekspansi rupiah bersih, maka telah memungkinkan Bank Indonesia untuk menyerap seluruh ekspansi rupiah bersih tersebut melalui sterilisasi valuta asing.   

II. Analisis Investasi dan Tabungan Nasional Bruto

1. Tampaknya ada 2 sumber data untuk memperkirakan Investasi dan Tabungan Nasional bruto, yaitu : (1) data Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku menurut penggunaan [lihat tabel III dan III.1]; dan (2) Neraca Arus Dana yang digunakan oleh tim gabungan B.P.S., Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan [lihat tabel III.2, III.3, dan III.4]. Kalau kita bandingkan tabel III dan III.1 dengan III.2, maka terlihat bahwa selama periode 1998 – 2002 baik perkiraan Investasi maupun Tabungan Nasional Bruto yang dihitung dari Produk Domestik Bruto menurut penggunaan senantiasa lebih kecil.

2. Sementara itu, dalam menganalisis pertumbuhan Produk Domestik Bruto terlihat adanya kecenderungan untuk lebih menggunakan data Produk Domestik Bruto menurut penggunaan. Kalau kita menganggap bahwa perkiraan Investasi dan Tabungan Nasional Bruto yang dihasilkan oleh Tim Gabungan B.P.S., Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan lebih mendekati kebenaran, maka seyogyanya data statistik Produk Domestik Bruto menurut penggunaan yang dipublikasikan oleh B.P.S. perlu diperbaiki.
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